
KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRlNGSEWU 
NOMOR : :1 TAHUN 2018 

TENTANG 

SAL NA 

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOM1AN 
URUSAN PERHUBUNOAN PEMERINTAII KADUPATEN PRINGSEWU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRINGSEWU 1 

a. bahwa ckngnl 1litib1ya sUIB.t Kepala Arsi.p Nasional 
Repu blik Indonesia Nomor B-PK. 02 .09/63/201 7 t tanp 
13 November 2017 ten tang Persetujuan Jadwal Retensi 
Arsip (J RA) Ftt..sili.L.allf Fungsi Keuangan, Kcpcgawaian 
dan Aparatur Sipil Negara. serta Substantif Pem.erintah 
Daerah. Kabupaten Pringsewu perlu mener.apkan JRA 
SektorPerekonomian Urusan Perhubungan; 

b~ balnwa. berdaearkan pertirnbangan scbagairnano 
dimaksud d~bim huruf A. perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor 
Perekonomian Urusan Perhubungan Pemerintah 
Kabu paten Prlngsewu; 

I. Undang-Undang Nmnor 33 Tahun 2004 tentanR 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I<epublik 
Indonesia Talu..n1 2004 Nomor 126, Ta.mbahan 
Lemooran Negara Republik Indonesia Nomnr 4438)~ 

2. Undang~Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
~embentukan Kabupaten Pringsewu di Provin&i 
Lampung (Lembaran Negnrn Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4932}; 

3. Undang-Undang Nomur 43 Tahun 2007 tcntang 
Perpustaka.an (Lembaran Negara Republik IndoneSUt 

Tahun 2007 Nomor 129, Ta.tmbahan ~mbara.n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4774)~ 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembazan 
Ne.gi:ira Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera.tura.n Perundang-und.angan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia 'fahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nor.ior 23 Tahun 201-1 tentang 
Pemerintahan Da.erah [T.emh::iran Negara. Repub1ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbal'..an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali t.erHkh.ir 
dengan Undang-Vndang Nornor 9 Tahun 2015 
(Lemharan Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor .30 Tahun ?.014 t.t>nt.ang 
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Numor 5G01); 

8. Peraturan Pem.erintah ?iomor 28 Tahun 2012 
ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tallun 2009 tentang Kearsipan (Lemban:tn Nel!\lila 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 
Lembazan Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 lenta.ng F'embcntukan Produk Hukum Dacrah 
(Berita Negara Republik lndonesiA TAhnn 20 15 Nomor 
2036); 

10. Peraturan L>aerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

11. Peratura.n Bupati Kauupaten Pl'ingsewu Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. 
Togas Pokok Fu.:igsi dan Tata Kerja Dinas-Oinas 
Pemerint.ah Daerah (Berita. Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 'l"ahun 2016 Nomor 43); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL R~T.1£NSI ARSIP 
SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN 
PEMERINTAH K.,RUPATF.N PRTNGSEWC. 



BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Oaerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewena.ngan dacrah otonom. 

3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Ka.bupatcn Pr:ing.sewu. 

4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan 
yang wajib dilakukan terhadap suatu jcnis arsip 
ia;?pegawaian. 

5. Ai-sip adalah rekaman kegiatan atau pcristiwa dolaun 
berbagai bentuk dan media SP.sw1i dengan 
perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi 
yang di buat dan diterima oleh lembaga negaxa, 
perr.erintahan daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, organisasi 
lemasyaxakatan, dan perseorangan daJam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 
selamajangka waktu certentu. 

7. Arsip Aktif adalah arsip yang rrekuensi 
penggunaannya tinggi dan/atau terns menerus. 

8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya telah menurun. 

9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya 
merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 
operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui 
dan tidak tergantikan apabilA n1!i\llk at.11u hilang. 

10, Ansip SLI,j,ti8 1:1.dalah arsip yang dihasilkan olch pencipta 
arsip karena memiliki nilai guna ke~jl'lmh,in, t.t!IAh 
habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan 
yang telah diverifikasi baik secara \angsung maupun 
tidak Iangsung oleh Arsip ISasional Republik lnuunesia 
dan/atau lembago. kearsipan. 

11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat 
JRA ruialah daftar yang berisi sekurang-kursngnya 
betisi jangka walctu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai. 
kewlntli, at.au dipenna.nenkan yang digunakan sebagai 
pedoman penyusutan <l.,:m pP-nyP-IAmatan arsip. 



12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang 
mempunyai tuga!'I rlsin tanggungjawab mengolah 
semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip di lingkunpnnya. 

13. Unit Kearsipan s.dalah satuan kerja yang melekat pada 
pencipta arsip yang memiliki tugas cl.an tanggungjawab 
dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi 
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan 
arsip dalam suatu system keaxsipan nasional yang 
didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan 
sarana, serta sumbere daya lainnya. 

14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan 
cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi 
ekisekulif, letlislallf, wu1 yudikatif, serta lembaga lain 
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 
penyelen_ggaraan Negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

15. Nilai Guna Sekunder ad.alah nilai arsip yang 
didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan 
pengguna arsip diluar pencipta arsip dan keguna.annya 
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional don 
mP.mori kilektif bangsa. 

16. Nilai Ouna Kcocjahtcraan adoloh nilru yang 
mP.ngandung fAkt.a dan keterangan yang dapat di 
gunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana 
organisasi yang bersangkutan dibentuk, 
dikembangkan, diatur, dilak::iana.k.11.nnya fungl:li dan 
t•,1gas serta bagaimana terjadinya peristiwa 
kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsut1R dengan 
penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, 
benda, fenomena, masalah clan seJenisnya. 

BAB 11 
TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Memenuhi KP.hutuhan Orgsinisasi, da1ant 
mewujn<Than pengelolaan arsip yang efisien, efektif, 
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga 
dalam rangka penyelamatan arsip yang bemilai st.a.tis. 

(2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk 
menyusun JRA. 



BAB III 
PELAKSANMN JADWAL RETENSI ARSIP 

Pasal 3 

( 11 Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian U:usan 
Perhubungan disusun oleh Dinas Perpustakaan clan 
Keansipan Kabupaten Pringsewu bersama dcngan 
Dinas Perhubungan, setelah mendapa.t perse.tujnan 
dari Kepa]a Arsip Nasional Republik Indonesia. 

(:.!) Jadwal retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan 
Perhubungan memuat jenis arsip, retensi at.au jangl<a 
waktu simpstn minimal, dan keterangan. 

(3) Ketentuan mengenai ret.ensi arsip Sektor 
Perekonomian Urusan Perhuuu.ngan tercantum d.alain 
Lrunpiro.n yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pera.turan ini. 

BAB IV 
JANGKA WAK'l'U 

Pasal4 

(1) Penentuan retensi. al'$ip dihitung sejak kegia.tan 
dimatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas 
sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah Jagi. 

(2} Penentuan n:tensi arsip didasarkan pada akumulasi 
retensi anip aktif dan inaktif dengan ~ (tigii) pola: 

a. 2 (dua) tnhun untuk nilai gunaadministra,ii; 

b. 5 (Tuna) tahun untuk nilai guna hukum, i.nformasi 
cl.an teknologi; dan 

c. 10 (sepuluh) tnhun untuk nilai guna 
pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti 
pembukuan dan data pendukung administrasi 
keuangan yang merupakan bagian dari bukti 
pembukuan. 

Pa.salS 

( 1) Rctensi arsip scbagaimann dimol,sud dalam Lampiran 
Peraturan ini memperhatikan ketentuan: 

a. peraturan p~n.m.dang-undangan yang mP-Wajibkan 
arsip disimpan dalamjangka waktu tertentu; 

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur 
daluarsa penuntutan hukum;dan 

c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan. 



Pasal6 

Rekomendasi yang dituangkan dalam .keterangan tentang 
penetapan &uatu jeni& ar&ip dimu snahkan, <linilai kembali, 
dan dipennanenkan ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan: 
a. keterangan musnah ditentukan apabila pada :nasa 

akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai 
guna;dan 

b. ketemngan permnnen ditentukan npabilo. dianggQp 
memiliki nilai guna kesejarah.an at.au nilai guna 
sekunder. 

BABV 
RUANG LINGKUP 

Pasal 7 

Jenis arsip urusan perpuAtakaan meliputi: 
a. perumusan kebija.kan; 
b. perhubungan darat. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTIJP 

PasaJ.8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

orang mengetahu1nya, memerintahkan 
Peraturan Dupati 1n1 dengan 
dalam °Rf!rita OaP.rah K.l'lhupatP.n 

Agar setiap 
pengundangan 
penP.mpabmnya 
Pringsewu. 

Diundangkan di Pringset•1•,• 
pad.a tanggal , !.pi:1.,. ,:?'lb 

Dltetapkan di Prlngsewu 
pada tanggal .,: :.::,:::-11 2018 

BUPATf PRH~O;3EWU, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

dto 

A. BUDIMAN PM 

BERITA DAERJ\H KABUPl\.TEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 



NO. 

1 

. 
- . 

I 

. ·-
JENIS/ SERIES ARSIP JANGKA WAkTU P:!:NYIMPANi\l'I 

KETERAl'IGAN J\KTIF IN/U.Tll' 
2 3 4 5 . ldenti1il<aai d aerah rawan l=e!akun jalan dQ1 ~ 2 ta)nn '9etelah p ro~s kefpatan 3 WIWl Muma.Ii t•~Mf'"'1M(j abn dal)'•l<&bn acli>Ml dilak98JWU1n 

. - - --·-· - - - . ' --- · ... -- ' -·-. ... •·· • AMdit fakto,· io.,..i..w,..r..w la.I~ lincaa dell angkuuu, jftlan, 11Wl3li, i tahunaetelah ktgiatm-· 3 ta}nm M1.1omah danau dan penyeberanpn 9elta laik funpija:.an dipertanQWllljawabku / 1fo1tuti1 

'Ii:. lr.apekal iuda.a:111lan : ----- · ·---·· · ··-------- .. - -· ,.... ___ ·-
. J>edoman kwcl...._.u.n Z tabun 11etelah pemtapan pedomNl 3 tal:un J>ttuan.,n 

ranJtterbaru 

:· lnapebi ke11e~te
0

aarana, p~. t ~ da_y.am;;;;;.-,- . -·--··· - ... ·-·- -- - --3tah~ .. -----
dan p~ldi.u traMportui jf\Ju 

- · .. - - · ·-·--. l~alli loecelak1U111 lilil< °iunpijft!an 

2 tfthun ••te!Ah PR'•• kegiQ,_ Mu a11ab 
dinya1alcan Ml,sai dilaksai,aluan 

2 tah·l n ..teW, .k.a.iuafpe~ 3tabun Mu,....a h 
mempU!lj'a kekwllAA hukum ~tap 

. 

our.a.Tl rRI)IGCU:WU 

dto 

!';ll. lAnT 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerab Kabupaten Pringsewu 

~~~ 
IHSAN HENDRAWAN. S.H 

JDIH Kabupaten Prinpewu : http:/ /jdih.prinpewukab.go.id/ 
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